BAB I

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang tinjauan diskresi

kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat

disimpulkan bahwa:

1.

Diskresi kepolisian adalah merupakan bagian dari proses diversi dalam
menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan secara
eksplisit diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diskresi kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan
berdasarkan batasan usia dari anak pelaku tindak pidana, yaitu anak pelaku
tindak pidana berusia di bawah 12 (dua belas tahun) dan anak yang berusia
di antara 12 — 18 tahun.

Penerapan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana yang
berusia di bawah 12 tahun yaitu penyidik meminta saran tertulis dari
petugas pembimbing kemasyarakatan/badan pemasyarakatan, setelah itu
penyidik, petugas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional

mengambil keputusan diversi. Tidak ada proses penyidikan.
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Sedangkan penerapan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak
pidana yang berusia 12-18 tahun, pelaksanaannya dilakukan melalui
musyawarah di antara orang tua/wali anak pelaku tindak pidana, orang
tua/wali korban tindak pidana, petugas pembimbing kemasyarakatan atau
petugas badan pemasyarakatan untuk mencapai kesepakatan. Hasil
kesepakatan dituangkan dalam berita acara diversi beserta kesepakatan,
setelah itu disampaikan kepada pengadilan negeri sesuai daerah hukum dan

dibuatkan penetapan oleh pengadilan negeri.

B. Saran
1. Perlu adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga terdapat pengaturan yang
lebih jelas dan tegas tentang diskresi kepolisian pada anak pelaku tindak

pidana.
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